
 
 
 

 
PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR  13  TAHUN  2010   
 

TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/asset daerah guna 
meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset daerah 
untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
telah diatur tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005; 

    
b. bahwa tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005, sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, 
dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan retribusi 
pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah dimaksud; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37.K/KPTS/013/2010 
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya tentang Retribusi Daerah, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3029); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 132); 

 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3643); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor  
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor  20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4655); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah; 

 
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
Tahun 1997 Nomor 1/B); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E). 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar 
Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005        
Nomor 2/E); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 10). 

 
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ; 

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
dan  

WALIKOTA  SURABAYA, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 
 
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

 
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

 
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh 

Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang 
penerangan jalan umum. 

 
8. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota 

Surabaya. 
 

9. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai 
tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-
hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960. 

 
10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya. 

 
11. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri. 



 5

 
 

12. Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah Hak 
Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara 
Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia di atas tanah 
Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah. 

 
13. Hotel adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu 

bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara 
khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, 
memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya 
dengan pembayaran. 

 
14. Mall adalah  jenis dari pusat perbelanjaan yang secara 

arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang 
diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur 
sehingga berada diantara toko-toko kecil yang saling 
berhadapan. 

 
15. Rumah adalah Rumah penguasaan Pemerintah Daerah. 
 
16. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian 
yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal 
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang 
masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama 
untuk tempat hunian, yang tercatat dalam daftar inventaris 
Pemerintah Daerah. 

 
17. Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai 
rumah atau rumah susun. 

 
18. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah 

Daerah. 
 

19. Gedung Cagar Budaya adalah gedung peninggalan lama 
yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang khas yang 
perlu dilindungi keberadaannya dan dilestarikan keaslian 
arsitektur bangunan serta benda-benda peninggalannya 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, 
yang dikuasai Pemerintah Daerah. 

 
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong  retribusi tertentu. 

 
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_perbelanjaan

